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ABSTRAK
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah seperti
Kalimantan Tengah. Namun, UMKM sering menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan
modal, rendahnya literasi digital, akses pasar yang sempit, dan lemahnya daya saing. Kondisi ini
menuntut hadirnya kelembagaan yang kuat sebagai fasilitator dalam pengembangan UMKM.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kelembagaan, baik pemerintah, lembaga
keuangan, maupun lembaga non-pemerintah, dalam mendukung pertumbuhan UMKM sebagai
penggerak perekonomian lokal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif
kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi literatur dari jurnal terindeks Scopus, data
sekunder dari BPS, OJK, dan Bank Indonesia, serta dokumen kebijakan pemerintah daerah. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa kelembagaan berperan penting dalam tiga aspek utama, yaitu (1)
penyediaan regulasi dan kebijakan yang kondusif, (2) pemberian akses pembiayaan dan penjaminan
kredit melalui lembaga keuangan, serta (3) peningkatan kapasitas dan inovasi UMKM melalui
pelatihan, digitalisasi, dan kemitraan strategis. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan
kelembagaan yang terintegrasi dapat mempercepat pengembangan UMKM dan berdampak positif
pada pertumbuhan ekonomi lokal. Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi dalam perumusan
strategi kebijakan yang lebih efektif untuk memperkuat ekosistem UMKM di Kalimantan Tengah.
Kata Kunci: Umkm, Kelembagaan, Perekonomian Lokal, Kalimantan Tengah, Pengembangan
Usaha.

ABSTRACT
Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role in driving economic growth
and promoting equitable welfare, particularly in regions such as Central Kalimantan. However,
MSMESs often face various challenges, including limited capital, low digital literacy, restricted
market access, and weak competitiveness. These conditions necessitate the presence of strong
institutional support to facilitate MSME development. This study aims to analyze the role of
institutions—government bodies, financial institutions, and non-governmental organizations—in
supporting the growth of MSMEs as drivers of local economic development. The research employs
a qualitative descriptive approach, with data collected through literature reviews from Scopus-
indexed journals, secondary data from BPS, OJK, and Bank Indonesia, as well as regional
government policy documents. The findings indicate that institutions play a crucial role in three key
areas: (1) providing conducive regulations and policies, (2) offering access to financing and credit
guarantees through financial institutions, and (3) enhancing MSME capacity and innovation
through training, digitalization, and strategic partnerships. These findings affirm that integrated
institutional strengthening can accelerate MSME development and positively impact local economic
growth. This research is expected to contribute to the formulation of more effective policy strategies
to reinforce the MSME ecosystem in Central Kalimantan.
Keywords: Msmes, Institutions, Local Economy, Central Kalimantan, Business Development.
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PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah terbukti menjadi tulang punggung
perekonomian Indonesia dengan kontribusi yang sangat signifikan terhadap Produk
Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data Kementerian
Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang sekitar 61,07% dari total PDB nasional dan
mampu menyerap hingga 97% dari total tenaga kerja yang ada. Keberadaan UMKM tidak
hanya berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen
penting dalam upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah-daerah
yang memiliki potensi ekonomi lokal yang beragam.

Kalimantan Tengah, sebagai salah satu provinsi di Indonesia dengan potensi sumber
daya alam yang melimpah, memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor UMKM
sebagai penggerak perekonomian daerah. Provinsi ini memiliki keunggulan komparatif
dalam berbagai sektor seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri pengolahan
hasil alam. Potensi tersebut dapat dioptimalkan melalui pengembangan UMKM yang
berkelanjutan dan terintegrasi dengan berbagai stakeholder di tingkat lokal.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa UMKM di Kalimantan Tengah
masih menghadapi berbagai tantangan struktural yang menghambat pertumbuhan dan daya
saingnya. Keterbatasan modal usaha menjadi permasalahan klasik yang terus menjadi
kendala utama bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Selain itu, rendahnya
tingkat literasi digital di kalangan pelaku UMKM menyebabkan mereka kesulitan untuk
beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi yang dapat memperluas jangkauan
pasar dan meningkatkan efisiensi operasional.

Akses pasar yang masih terbatas juga menjadi hambatan serius bagi UMKM dalam
memasarkan produk atau jasanya. Keterbatasan jaringan distribusi, minimnya informasi
pasar, dan lemahnya strategi pemasaran menyebabkan produk UMKM sulit bersaing
dengan produk dari daerah lain atau bahkan produk impor. Kondisi ini diperparah dengan
masih lemahnya daya saing UMKM yang tercermin dari kualitas produk yang belum
standar, kemasan yang kurang menarik, dan belum adanya sertifikasi yang memadai.

Menghadapi kompleksitas permasalahan tersebut, peran kelembagaan menjadi sangat
krusial dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengembangan UMKM.
Kelembagaan dalam konteks ini mencakup berbagai institusi baik pemerintah, lembaga
keuangan, maupun lembaga non-pemerintah yang memiliki fungsi dan peran strategis
dalam mendukung pertumbuhan UMKM. Keberadaan kelembagaan yang kuat dan
terintegrasi dapat menjadi solusi komprehensif untuk mengatasi berbagai kendala yang
dihadapi UMKM.

TINJAUAN PUSTAKA
Peran Kelembagaan

Teori ekonomi kelembagaan yang digagas oleh Douglass C. North (1990) dan Oliver
E. Williamson (1985) menyediakan kerangka dasar untuk memahami bagaimana aturan
main baik formal maupun informal mempengaruhi perilaku ekonomi. Kelembagaan formal
mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, dan sistem peradilan, sementara
kelembagaan informal terdiri dari norma sosial, nilai budaya, dan tradisi. Dalam konteks
UMKM, kelembagaan yang efisien dapat mengurangi biaya transaksi dan ketidakpastian,
yang sangat penting bagi keberlanjutan usaha. Pustaka menunjukkan bahwa di daerah
seperti Kalimantan Tengah, di mana pasar dan infrastruktur mungkin belum sepenuhnya
berkembang, kelembagaan informal sering kali memainkan peran krusial dalam
memfasilitasi kepercayaan dan jejaring bisnis.
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Pengembangan UMKM

Berbagai studi tentang UMKM di Indonesia, termasuk oleh Tulus Tambunan (2009),
menyoroti tantangan utama yang dihadapi sektor ini, seperti keterbatasan akses modal,
kurangnya inovasi, dan persaingan yang ketat. Di Kalimantan Tengah, tantangan ini
diperparah oleh kondisi geografis dan demografis yang unik. Pustaka juga menunjukkan
bahwa dukungan pemerintah melalui program pelatihan, fasilitasi perizinan, dan akses ke
pembiayaan telah menjadi motor penggerak penting. Namun, keberhasilan program-
program ini sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan di tingkat daerah. Penelitian
terbaru (misalnya, Agustina & Wijaya, 2021) menggarisbawahi pentingnya sinergi antara
kebijakan pusat dan implementasi di tingkat lokal untuk memastikan bahwa dukungan
tersebut benar-benar sampai ke UMKM.
Mendorong Perekonomian Lokal di Kalimantan Tengah

Pustaka yang membahas perekonomian Kalimantan Tengah sering kali menyoroti
ketergantungan wilayah pada sumber daya alam, seperti kelapa sawit dan pertambangan.
Namun, ada konsensus yang berkembang bahwa diversifikasi ekonomi melalui
pengembangan UMKM adalah kunci untuk pembangunan yang berkelanjutan. Penelitian-
penelitian seperti yang dilakukan oleh Pranoto & Nugroho (2022) dan Basri & Hidayat
(2022) mengkaji secara spesifik bagaimana UMKM di sektor agribisnis dan pariwisata lokal
dapat didorong melalui kelembagaan yang kuat. Pustaka ini menyimpulkan bahwa
penguatan kelembagaan kolaboratif—melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat—
dapat menciptakan ekosistem yang kondusif bagi UMKM. Kelembagaan ini tidak hanya
menyediakan modal dan pelatihan, tetapi juga memfasilitasi akses pasar, mempromosikan
produk lokal, dan meningkatkan daya saing UMKM, yang pada akhirnya akan memperkuat
fondasi ekonomi daerah.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain explanatory
research untuk menganalisis pengaruh peran kelembagaan terhadap pengembangan UMKM
di Kalimantan Tengah. Pendekatan kuantitatif dipilih untuk mengukur secara objektif
hubungan kausal antara variabel peran kelembagaan sebagai variabel independen dengan
pengembangan UMKM sebagai variabel dependen.

Desain explanatory research digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk
menjelaskan hubungan sebab-akibat antara variabel-variabel yang diteliti dan menguji
hipotesis yang telah dirumuskan berdasarkan landasan teori. Menurut Neuman (2014),
explanatory research cocok digunakan untuk menguji teori dan mengidentifikasi penyebab
dari suatu fenomena.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Peran Kelembagaan Pemerintah dalam Mendukung Pengembangan UMKM
Kelembagaan pemerintah memegang peranan penting dalam menciptakan ekosistem
yang kondusif bagi pengembangan UMKM. Di Kalimantan Tengah, pemerintah daerah
melalui Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, serta lembaga
terkait lainnya memiliki tanggung jawab dalam merumuskan regulasi, memberikan
pembinaan, dan memfasilitasi akses UMKM ke pasar yang lebih luas.
Berdasarkan laporan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah (2024),
program-program yang dilaksanakan pemerintah daerah berfokus pada:
1. Peningkatan kapasitas pelaku UMKM melalui pelatihan manajemen usaha, literasi
digital, dan pengemasan produk.
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2. Penguatan regulasi dan kebijakan, seperti penyederhanaan perizinan usaha melalui OSS
(Online Single Submission).

3. Fasilitasi pemasaran, misalnya melalui pameran daerah, festival ekonomi kreatif, serta
digitalisasi marketplace lokal.

Meskipun demikian, terdapat tantangan berupa ketimpangan akses informasi antara
UMKM di daerah perkotaan dan pedesaan. Banyak UMKM di daerah terpencil yang belum
mengetahui kebijakan atau program yang ditawarkan pemerintah. Selain itu, koordinasi
antar instansi pemerintah juga masih belum optimal sehingga terjadi tumpang tindih
program.

Hasil wawancara dengan beberapa pelaku UMKM di Kota Palangka Raya
menunjukkan bahwa perizinan usaha dan sertifikasi produk masih dianggap sulit karena
proses birokrasi yang panjang. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi regulasi
kelembagaan agar lebih responsif terhadap kebutuhan pelaku UMKM, seperti melalui
digitalisasi layanan perizinan dan sertifikasi berbasis daring.

Analisis:

Dalam perspektif teori kelembagaan Douglass North (1990), pemerintah sebagai
institusi formal memiliki peran dalam menyediakan "aturan main" yang jelas. Ketika
regulasi tidak efektif, pelaku ekonomi cenderung mencari jalan pintas, yang dapat
menghambat pertumbuhan UMKM. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan
kebijakan yang diterapkan tidak hanya regulatif tetapi juga adaptif terhadap dinamika
ekonomi lokal.

2. Kontribusi Lembaga Keuangan dalam Akses Pembiayaan

Permodalan merupakan salah satu kendala utama yang dihadapi oleh UMKM di
Kalimantan Tengah. Berdasarkan data Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Tengah
(2024), hanya sekitar 35% UMKM yang memiliki akses ke lembaga pembiayaan formal,
sementara sisanya masih bergantung pada modal sendiri atau pinjaman informal.

Lembaga keuangan seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Pegadaian, dan koperasi
simpan pinjam berperan menyediakan produk pembiayaan khusus UMKM seperti Kredit
Usaha Rakyat (KUR). Program KUR terbukti membantu pelaku UMKM mengembangkan
usaha, namun tingkat penyaluran KUR di Kalteng masih rendah dibanding provinsi lain di
Kalimantan karena beberapa faktor:

Rendahnya literasi keuangan pelaku UMKM.
Persyaratan administrasi yang dianggap rumit.
Minimnya jaringan bank di daerah pedalaman.

Selain lembaga keuangan formal, muncul pula fintech lending yang memberikan
pinjaman berbasis digital. Namun, sebagian besar pelaku UMKM belum memanfaatkan
layanan ini karena keterbatasan pemahaman teknologi dan kekhawatiran terhadap
keamanan data.

Analisis:

Keterlibatan lembaga keuangan sangat penting dalam membangun ekosistem UMKM
yang sehat. Menurut Williamson (2000), keberadaan institusi pendukung seperti bank dan
fintech merupakan mekanisme untuk mengurangi transaction cost. Di Kalimantan Tengah,
lembaga keuangan perlu memperluas inklusi keuangan melalui program literasi keuangan,
pendampingan kredit, dan inovasi produk pembiayaan berbasis komunitas lokal.
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3. Peran Lembaga Non-Pemerintah dalam Pemberdayaan dan Inovasi UMKM

Selain pemerintah dan lembaga keuangan, lembaga non-pemerintah seperti LSM,
perguruan tinggi, dan komunitas bisnis juga memiliki kontribusi penting dalam
pengembangan UMKM. Peran mereka biasanya lebih fleksibel dan fokus pada
pemberdayaan masyarakat.

Beberapa program yang telah dilakukan di Kalimantan Tengah antara lain:
Pelatihan digital marketing oleh universitas lokal dan komunitas startup.

Pendampingan sertifikasi halal untuk UMKM kuliner melalui kerjasama dengan
lembaga sertifikasi.

Program CSR perusahaan besar yang memberikan pelatihan manajemen usaha dan
bantuan modal.

Namun, peran lembaga non-pemerintah seringkali tidak terintegrasi dengan program
pemerintah, sehingga hasilnya kurang optimal. Misalnya, pelatihan yang diberikan belum
diikuti dengan pendampingan jangka panjang sehingga pelaku UMKM sulit menerapkan
pengetahuan yang diperoleh.

Analisis:

Keberhasilan program pemberdayaan sangat ditentukan oleh kemitraan strategis antar
pihak. Menurut konsep collaborative governance, kolaborasi yang baik akan terjadi jika ada
komunikasi yang intensif, kepercayaan antar pihak, dan kesamaan tujuan. Di Kalteng,
integrasi antara pemerintah, swasta, dan komunitas lokal menjadi kunci agar UMKM dapat
berkembang secara berkelanjutan.

4. Model Integrasi Kelembagaan untuk Pengembangan UMKM

Berdasarkan temuan penelitian, diperlukan model integrasi kelembagaan yang mampu
menyatukan peran pemerintah, lembaga keuangan, dan lembaga non-pemerintah. Model ini
bertujuan untuk mengurangi duplikasi program dan memperkuat sinergi antar pemangku
kepentingan.

Tahapan model integrasi kelembagaan yang diusulkan:

1. Koordinasi kebijakan

Pemerintah daerah membentuk forum koordinasi UMKM yang melibatkan perwakilan
bank, komunitas bisnis, dan akademisi.

2. Digitalisasi layanan UMKM

Membangun platform digital yang memfasilitasi informasi pembiayaan, perizinan, dan
pemasaran produk lokal.

3. Kemitraan multipihak

Mengembangkan kemitraan antara perusahaan besar dan UMKM lokal melalui program
CSR dan rantai pasok (supply chain).

4. Monitoring dan evaluasi

Menetapkan indikator kinerja yang jelas untuk mengukur keberhasilan program
pengembangan UMKM.

5. Implikasi Pengembangan UMKM terhadap Perekonomian Lokal

Penguatan UMKM melalui kelembagaan yang terintegrasi akan memberikan multiplier
effect terhadap perekonomian lokal, antara lain:

Peningkatan penyerapan tenaga kerja, khususnya di sektor pertanian dan industri
pengolahan.

Peningkatan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi dari UMKM yang berkembang.

Pengurangan kesenjangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Berdasarkan data BPS Kalimantan Tengah (2024), setiap kenaikan 10% jumlah
UMKM aktif berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 1,5%. Hal ini
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menunjukkan bahwa pengembangan UMKM merupakan strategi efektif untuk mendorong
pembangunan ekonomi yang inklusif.
6. Diskusi dengan Literatur

Hasil penelitian ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Digdowiseiso &
Sugiyanto (2021) yang menyatakan bahwa kualitas kelembagaan memiliki pengaruh
signifikan terhadap pertumbuhan UMKM di Indonesia. Studi ini juga mendukung temuan
Nugraha et al. (2023) yang menekankan pentingnya inovasi digital dan inklusi keuangan
dalam memperkuat daya saing UMKM.

Namun, temuan di Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa tantangan geografis dan
rendahnya literasi digital menjadi faktor pembeda yang memerlukan pendekatan kebijakan
yang lebih kontekstual dibandingkan daerah lain.

KESIMPULAN

UMKM berperan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan
kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Tengah, namun masih menghadapi kendala modal,
literasi digital, akses pasar, serta rendahnya daya saing. Kelembagaan memiliki peran
penting dalam tiga aspek utama:

Pemerintah: menciptakan regulasi kondusif, menyederhanakan perizinan, serta
memfasilitasi pemasaran.

Lembaga Keuangan: menyediakan akses pembiayaan (KUR, koperasi, fintech), meski
masih terbatas oleh rendahnya literasi keuangan dan akses ke daerah terpencil.

Lembaga Non-Pemerintah: mendukung melalui pelatihan, pendampingan, sertifikasi,
serta program CSR, namun masih kurang terintegrasi dengan kebijakan pemerintah.

Model integrasi kelembagaan diperlukan untuk mengurangi tumpang tindih program
serta memperkuat sinergi multipihak (pemerintah, swasta, akademisi, komunitas).

Penguatan kelembagaan UMKM akan memberikan dampak positif berupa
peningkatan penyerapan tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi daerah, serta pengurangan
kesenjangan ekonomi perkotaan—pedesaan.

SARAN

Pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi lintas instansi serta mempercepat
digitalisasi layanan perizinan, sertifikasi, dan pemasaran agar lebih mudah diakses UMKM,
terutama di daerah terpencil.

Lembaga keuangan perlu memperluas inklusi keuangan melalui program literasi
keuangan, pendampingan kredit, serta menciptakan produk pembiayaan berbasis komunitas
lokal agar lebih sesuai dengan kebutuhan UMKM.

Lembaga non-pemerintah disarankan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dan
swasta melalui model collaborative governance agar program pelatihan dan pendampingan
lebih berkelanjutan.

Penguatan ekosistem digital UMKM (marketplace lokal, platform informasi
pembiayaan dan pelatihan online) perlu diprioritaskan untuk menjawab tantangan
rendahnya literasi digital.

Diperlukan monitoring dan evaluasi terpadu dengan indikator yang jelas untuk
memastikan program pengembangan UMKM benar-benar efektif dalam meningkatkan daya
saing dan kontribusi terhadap ekonomi lokal
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